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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tinjauan Umum Tentang Reklamasi dan pascatambang 
1. Pengertian  Reklamasi dan pascatambang 
1. Pengertian Reklamasi   
     Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha 
pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas 
lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai 
peruntukannya. Sesuai dengan pasal 1 ayat 1 Peraturan Mentri Energi Dan 
Sumberdaya Mineral No 07 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan 
Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. 
    Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berupa tindakan 
pelestarian sumber daya alam dalam rangka memajukan kesejahteraan umum 
seperti tercantum dalam UUD 1945. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1982 
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup 
sebagaimana telah diubah dan diperbarui oleh Undang- Undang Nomor 23 
Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah payung dibidang 
pengelolaan lingkungan hidup serta sebagai dasar penyesuaian terhadap 
perubahan atas peraturan yang telah ada sebelumnya, serta menjadikannya 
sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh didalam suatu sistem  
      Menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan 
Lingkungan Hidup pasal 1 ayat 2, dijelaskan bahwa Pengelolaan lingkungan 
hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang 
meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, 
pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. 
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Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung 
jawab Negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat bertujuan untuk 
mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan 
hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan 
pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa 
kepada Tuhan yang Maha Esa10 
       Alat strategis untuk memperbaiki kerusakan akibat penambangan sistem 
terbuka adalah  dengan mengembalikan sisa hasil penambangan kedalam 
lubang-lubang tambang, dan menanam kembali vegetasi dengan 
memperhatikan sisa galian (tailing) yang mengandung bahan beracun. Pada 
lahan pascatambang batubara, reklamasi lahan adalah usaha / upaya 
menciptakan agar permukaan tanah dapat stabil, dapat menopang sendiri 
secara keberlanjutan (self-sustaining) dan dapat digunakan untuk berproduksi, 
dimulai dari hubungan antara tanah dan vegetasi, sebagai titik awal 
membangun ekosistem baru. 11 
      Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata 
kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan, 
agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya.   
1. Menata (Melakukan penataan terkait tata ruang area pertambangan) 
2. Memulihkan ( Melakukan pemulihan kembali keadan tanah pada daerah 
bekas pertambangan, seperti pengurukan dan pengairan. Agar kembali 
seperti semula) 
                                                          
10 Undang-Undang  No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup 
     11Sitorus, M. 2003. Pengaruh Pemberian Batu Fosfat Alam dan Mikoriza Vesikular Arbuskular 
Terhadap Ketersediaan dan Konsentrasi P daun Jagung pada Ultisol. Skripsi. Fakultas Pertanian 
Universitas Jambi. Jambi. Halaman 04 
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3. Memperbaiki kualitas lingkungan ( memperbaiki kembali kualitas tanah dan 
lingkungan disekitar daerah pertambangan)agar dapat berfungsi kembali 
sesuai peruntukannya.  
Reklamasi lahan bekas tambang selain merupakan upaya untuk memperbaiki 
kondisi lingkungan pasca tambang, agar menghasilkan lingkungan ekosistem 
yang baik dan juga diupayakan menjadi lebih baik dibandingkan rona 
awalnya, dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian yang 
masih tertinggal.  
        Prinsip lingkungan hidup yang wajib dipenuhi dalam melaksanakan 
reklamasi dan pasca tambang menurut Peraturan Pemerinta No. 78 tahun 
2010 tentang reklamasi dan pascatambang pasal 4 ayat 1 sebagai berikut 
      Prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)huruf a dan ayat (2) huruf a, 
paling sedikit meliputi :  
a. perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut, 
dan tanah serta udara berdasarkan standar bakumutu atau kriteria 
baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 
b. perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati; 
c. penjaminan terhadap stabilitas dan keamanan timbunan  batuan 
penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang, dan struktur buatan 
lainnya; 
d. pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai denganperuntukannya; 
e. memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya setempat; dan 
f. perlindungan terhadap kuantitas air tanah sesuai denganketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
 
      Kegiatan reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan 
usaha pertambangan untuk Menata, Memulihkan, Memperbaiki kualitas 
lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi sesuai peruntukanya.Kegiatan 
reklamasi meliputi pemulihan lahan bekas tambang untuk memperbaiki lahan 
yang terganggu ekologinya dan mempersiapkan lahan bekas tambang yang 
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sudah diperbaiki ekologinya untuk pemanfaatan selanjutnya. Sasaran akhir 
dari reklamasi adalah untuk memperbaiki lahan bekas tambang agar 
kondisinya aman, stabil dan tidak mudah tererosi sehingga dapat 
dimanfaatkan kembali. 
2. Kegiatan Reklamasi  
       Menurut pengertiannya secara bahasa, reklamasi berasal dari kosa kata 
dalam Bahasa Inggris, to reclaim yang artinya memperbaiki sesuatu yang 
rusak. arti kata reclamation diterjemahkan sebagai pekerjaan memperoleh 
tanah. Pengertian lain dari reklamasi yang dihubungkan dengan kegiatan 
pertambangan yaitu suatu usaha memperbaiki atau memulihkan kembali 
lahan dan vegetasi dalam kawasan hutan yang rusak sebagai akibat 
kegiatan usaha pertambangan dan energi agar dapat berfungsi secara 
optimal sesuai dengan peruntukannya. 
       Istilah lain yang berkaitan dengan reklamasi yaitu rehabilitasi lahan 
dan revegetasi. Rehabilitasi lahan adalah usaha memperbaiki, memulihkan 
kembali dan meningkatkan kondisi lahan yang rusak (kritis), agar dapat 
berfungsi secara optimal, baik sebagai unsur produksi, media pengatur tata 
air maupun sebagai unsur perlindungan alam lingkungan. Revegetasi 
merupakan suatu usaha atau kegiatan penanaman kembali lahan bekas 
tambang. 
             Secara teknis usaha reklamasi lahan tambang terdiri dari 
recontouring/ regrading/resloping lubang bekas tambang dan pembuatan 
saluran-saluran drainase untuk memperoleh bentuk wilayah dengan 
kemiringan stabil, top soil spreading agar memenuhi syarat sebagai media 
21 
 
pertumbuhan tanaman,  untuk memperbaiki tanah sebagai media tanam, 
revegetasi dengan tanaman cepat tumbuh, tanaman asli lokal dan tanaman 
kehutanan introduksi. Perlu juga direncanakan pengembangan tanaman 
pangan, tanaman perkebunan dan atau tanaman hutan industri, jika 
perencanaan penggunaan lahan memungkinkan untuk itu12 
Sesuai dengan Peraturan Menteri NO 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan 
Reklamasi Dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral 
Dan Batubara pasal 4 sebagai berikut: 
(1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi sebelum 
melakukan kegiatan Eksplorasi wajib menyusun rencana Reklamasi 
tahap Eksplorasi berdasarkan Dokumen Lingkungan Hidup yang 
telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup.  
 
3. Kegiatan pascatambang 
      Kegiatan Pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan 
berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan 
untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi 
lokal di seluruh wilayah penambangan. untuk memulihkan fungsi lingkungan 
alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan 
adapun syarat-syarat Pascatambang sebagai berikut. 
1. Terencana : sesuai dengan pasal 16 ayat 1 Peraturan Menteri Energi 
dan Sumber Daya Mineral No 07 tahun 2014 tentang Pelaksanaan 
Reklamasi Dan Pascatambang Pada Kegiatan Usaha Pertambangan 
Mineral Dan Batubara. Bahwa pemegang IUP wajib menyusun 
                                                          
        12 Djati Murjanto. 2011. Karekterisasi dan Perkembangan Tanah Pada Lahan Reklamasi 
Bekas Tambang Batubara PT. Kaltim Prima Coal. Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor. 
Halaman 27 
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rencana pascatambang bedasarkan studi kelayakan dan dokumen 
lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dibidang 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. sebagaimana 
dimaksud pada pasal 6 ayat (1) sebagai syarat pengajuan permohonan 
IUP Operasi Produksi. 
2. Sistematis: pelaksanaan pascatambang harus bersifat sistematis sesuai 
dengan ketentuan yang diatur. 
3. Berkelanjutan: pelaksanaan pasca tambang harus lah berlanjut setelah 
pertambangan ditutup agar perbaikan ekosistem sekitar wilayah 
pertambangan dapat berjalan secara baik dan maksimal. 
     Hal tersebut diatur dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu menetapkan 
Peraturan Pemerintah tentang Reklamasi dan Pascatambang;  Kewajiban 
perusahaan 
i. Reklamasi wajib dilaksanakan pada lahan terganggu akibat kegiatan 
pertambangan.  
ii. Pascatambang wajib dilaksanakan untuk memulihkan fungsi lingkungan 
menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.   
Prinsip-prinsip :  
a.  Pemegang IUP atau Pemegang IUPK dalam melaksanakan reklamasi dan 
pascatambang wajib memenuhi prinsip-prinsip lingkungan hidup 
pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta konservasi mineral 
dan batubara.  
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b.  Prinsip-prinsip lingkungan hidup pertambangan meliputi: 
1. perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air 
laut, dan tanah serta udara;  
2. perlindungan keanekaragaman hayati;  
3. stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam 
tailing, lahan bekas tambang serta struktur buatan (man-made 
structure) lainnya;  
4. pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan 
peruntukannya;  
5. menghormati nilai-nilai sosial dan budaya setempat.  
c.  Prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja, meliputi:  
1. perlindungan keselamatan terhadap setiap pekerja; dan  
2. perlindungan setiap pekerja dari penyakit akibat kerja. 
d.  Prinsip-prinsip konservasi mineral dan batubara meliputi:  
1. Penambangan yang optimum dan penggunaan teknologi 
pengolahan yang efektif dan efisien;  
2. Pengelolaan dan/atau pemanfaatan cadangan marginal kualitas 
rendah dan mineral kadar rendah serta mineral ikutan; 
3. Pendataan sumberdaya cadangan mineral dan batubara yang 
tidak tertambang (yang tidak mineable) serta sisa pengolahan 
atau pemurnian.  
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1. Tata Laksana Reklamasi Dan Pascatambang 
a. Setiap pemegang IUP atau pemegang IUPK wajib menyerahkan 
rencana reklamasi dan rencana pascatambang pada saat mengajukan 
permohonan IUP operasi produksi atau IUPK operasi produksi.  
b. Rencana reklamasi dan rencana pascatambang disusun oleh pemegang 
IUP atau pemegang IUPK eksplorasi berdasarkan Amdal atau UKL dan 
UPL yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.  
c. Reklamasi dan pascatambang IPR menjadi tanggung jawab pemerintah 
kabupaten/kota.  
d. Rencana reklamasi dan rencana pascatambang harus mempertimbangkan:  
1) Prinsip-prinsip lingkungan, k3 & konservasi. 
2) Peraturan perundang–undangan yang terkait.  
3) Sistem dan metode penambangan. 
4) Kondisi spesifik daerah. Rencana Reklamasi. 
e. Rencana reklamasi, disusun untuk pelaksanaan setiap jangka waktu 5 
(lima) tahun dengan rincian tahunan.  
f. Dalam hal umur tambang kurang dari 5 (lima) tahun, rencana reklamasi 
disusun sesuai dengan umur tambang.  
g. Rencana reklamasi meliputi:  
1) Tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang;  
2) Rencana pembukaan lahan; 
3) Program reklamasi; dan  
4) Rencana biaya reklamasi.  
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h. Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana reklamasi diatur dengan 
peraturan menteri. Rencana Pascatambang  
i. Rencana pascatambang, disusun dengan meliputi:  
1) profil wilayah;  
2) deskripsi kegiatan pertambangan;  
3) rona lingkungan akhir lahan pascatambang;  
4) kriteria keberhasilan; 
5) program pascatambang;  
6) organisasi; dan  
7) rencana biaya pascatambang;  
a.  Rencana pascatambang adalah merupakan hasil konsultasi 
dengan pemangku kepentingan yang telah ditetapkan  
b. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan rencana 
pascatambang diatur dengan peraturan menteri . 13   
 
B. Pengertian Pertambangan 
         Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No 6 Tahun 2012 tentang 
Pengolahan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan Pasal 1 ayat 8. 
pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka 
penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi 
penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, 
pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan. 
 
 
                                                          
     13Peraturan Mentri Energi Sumber Daya Mineral No 7 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan 
Reklamasi Dan Pascatambang Pada pertambangan mineral Dan Batubara 
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C. Pengertian galian C 
       Galian C adalah bahan tambang yang biasanya digunakan untuk 
pembangunan infrastruktur. Baik bangunan pribadi, swasta maupun 
pemerintah. Salah satu contoh kongkrit galian C yang berasal dari sungai 
adalah Batu, Koral, serta pasir sungai.14 
D. Pengertian mineral 
Menurut Peraturan Mentri Energi Sumber Daya Mineral No 7 tahun 2014 
Tentang Pelaksanaan Reklamasi Dan Pascatambang Pada pertambangan 
mineral Dan Batubara pasal 1 ayat 4.  Mineral adalah senyawa anorganik 
yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta 
susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik 
dalam bentuk lepas atau padu. 
 
E. Pengertian logam 
Logam  adalah unsur kimia yang mempunyai sifat-sifat kuat, liat, keras, 
penghantar listrik dan panas, serta mempunyai titik cair tinggi. Bijih logam 
ditemukan dengan cara penambanganyang terdapat dalam keadaan murni atau 
bercampur. Biji logam yang ditemukan dalam keadaan murni yaitu emas, 
perak, bismut, platina, dan ada yang bercampur dengan unsur-unsur seperti 
karbon, sulfur, fosfor, silikon, serta kotoran seperti tanah liat, pasir, dan 
tanah15   
 
 
                                                          
    14 Dang Mun. Pengelolaan Tambang Galian C. http://www.kompasiana.com diakses pada 
tanggal 14 juli 2017 
    15 Riski Ardena. Pengertian Logam. https://www.scribd.com diakses pada tanggal 14 juli 2017 
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F. Pengertian mineral bukan logam 
Mineral bukan logam adalah, suatu bahan alam yang mempunyai sifat-sifat 
fisik dan kimia tetap dapat berupa unsur non logam tunggal atau 
persenyawaan kimia yang melibatkan unsur non logam. Mineral bukan logam 
atau bisa disebut dengan istilah gangue merupakan  bagian dari asosiasi 
mineral yang membentuk batuan dan bukan mineral biji didalam suatu 
jebakan.16 
 
G. Pengertian batuan 
Batuan adalah semua bahan penyusun kerak bumi dan biasanya berupa 
agregat mineral-mineral yang telah mengeras, (Kosmono). Batuan menurut 
genesanya (asal batuan) dibagi menjadi batuan beku, metamorf/malihan, 
sedimen, dan piroklastis.17 
H. Pertambangan mineral bukan logam dan batuan  
Pengertian pertambanagn mineral bukan logam dan batuan, adalah usaha 
Pertambangan sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka 
penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi 
penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, 
pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan. dalam hal ini 
terdapat dua jenis hasil tambang yang diatur oleh Peraturan Daerah 
Kabupaten Mojokerto No 6 tahun 2012 tentang Pengolahan Pertambangan 
Mineral Bukan Logam Dan Batuan. Yaitu: 
                                                          
    16  Tri Omega. Endapan Mineral Non Logam. https://www.scribd.com diakses pada tanggal 14 
juli 2017 
    17  Candra A.N Pengertian Mineral logam Dan Non Logam www.academia.edu diakses pada 
tanggal 13 juli 2017 
28 
 
1. Pertambangan mineral bukan logam 
      Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto NO 6 Tahun 2012 
tentang Pengolahan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan Batuan 
Pasal 1 ayat 9. Bahwa Pertambangan mineral bukan logam adalah 
pertambangan mineral bukan logam yang meliputi intan, korundum, 
grafit, arsen, pasir kuarsa, fluospar, krioloi, yodium, brom, klor, belerang, 
fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, 
fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, 
pirofilit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, 
clay dan batu gamping untuk industri semen.  
2. Pertambangan batuan 
Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No 6 Tahun 
2012 tentang Pengolahan Pertambangan Mineral Bukan Logam Dan 
Batuan Pasal 1 ayat 10. Adalah pertambangan batuan yang meliputi 
pumice, tras, toseki, obsidian,marmer, perlit, tanah diatome, tanah 
serap, slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, 
trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, 
chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkresikan, garnet, 
giok, agat, diorit, topas, batu gunung, quarry besar, kerikil, galian 
dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, 
pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan 
timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah 
(laterit), batu gamping, onik, dan pasir yang tidak mengandung 
mineral. logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang 
berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.  
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I. Teori Efektivitas Hukum 
Kata efektif berasal dari bahasa inggris yaitu effective yang berarti 
berhasil, atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah 
popular mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna 
atau menunjang tujuan. Secara garis besar Efektivitas adalah seberapa besar 
tingkat kelekatan output yang dicapai dengan output yang diharapkan dari 
sejumlah input Sedangkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono 
Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 
(lima) faktor, yaitu : 
Ada 5 hal yang mempengaruhi  penegakan hukum, yaitu: 
1.  Faktor hukum atau peraturan itu  sendiri. 
Kemungkinannya adalah bahwa terjadinya ketidak cocokan dalam 
peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. 
Kemungkinan lainnya adalah ketidak cocokan peraturan perundang-
undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan, kadang 
kala ketidak serasian antara hukum tercatat dengan hukum kebiasaan 
dan seterusnya. 
2. Faktor penegak hukum, 
 Yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan 
hukum. Mentalitas petugas yang menegakan hukum  antara lain 
mencakup hakim,polisi, jaksa, petugas pemasyarakatan dan seterusnya. 
Jika hukumnya baik tapi mental orang yang bertangggung jawab untuk 
menegakkan hukum tersebut masih belum mantap, maka bisa 
menyebabkan terjadinya gangguan dalam sistem hukum itu sendiri. 
30 
 
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.  
Kalau  hukumnya baik dan mentalitas petugas yang bertugas menegakkan 
hukum juga baik namun jika fasilitasnya kurang memadai, maka hukum 
tadi bisa saja berjalan tidak sesuai dengan rencana. 
4. Faktor masyarakat Yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku 
atau di tetapkan. Faktor masyarakat disini adalah, bagaimana 
kesadaran masyarakat akan hukum yang ada. 
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Efektifitas 
hukum adalah pengaruh hukum terhadap masyarakat, inti dari pengaruh 
hukum terhadap masyarakat adalah prilaku warga masyarakat.18 
J. Teori Penegakan Hukum 
a. Konsep penegakan hukum 
       Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan 
konsep-konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. 
Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. 
       Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan 
menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-
kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah sikap dan tindak 
sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, 
memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. 
       Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif 
dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, 
                                                          
      18 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT. 
Raja Grafindo Persada, 2008),  Halaman  8. 
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memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in 
concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil 
dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.  
       Menurut  Satjipto   Raharjo  penegakan hukum pada hakikatnya merupakan 
penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, 
kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha 
untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.19 
       Pada hakikatnyan penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-
kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya 
menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara 
konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, 
dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. 
 
K. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) di Indonesia 
      Pada mulanya keberadaan AAUPB ini di Indonesia diakui secara yuridis formal 
sehingga belum memiliki kekuatan hukum formal. Ketika pembahasan RUU No. 5 
Tahun 1986 di DPR, fraksi ABRI mengusulkan agar asas-asas itu dimasukan 
sebagai salah satu gugatan terhadap keputusan badan/pejabat tata usaha Negara. 
Akan tetapi putusan ini ditolak oleh pemerintah dengan alasan yang dikemukakan 
oleh Ismail selaku selaku Menteri Kehakiman saat itu. Alasan tersebut adalah sbb: 
       “Menurut hemat kami, dalam praktik ketatanegaraan kita maupun dalam 
Hukum Tata Usaha Negara yang berlaku di Indonesia, kita belum mempunyai 
kriteria tentang algemene beginselen van behoorlijk bestuur tersebut yang 
                                                          
     19Dellyan a,Shant.1988,Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta Liberty.  Halaman 32 
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berasal dari negeri Belanda. Pada waktu ini kita belum memiliki tradisi 
administrasi yang kuat mengakar seperti halnya di negara-negara kontinental 
tersebut. Tradisi demikian bisa dikembangkan melalui yurisprudensi yang 
kemudian akan menimbulkan norma-norma. Secara umum prinsip dari 
Hukum Tata Usaha Negara kita selalu dikaitkan dengan aparatur 
pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang konkretisasi normanya 
maupun pengertiannya masih sangat luas sekali dan perlu dijabarkan melalui 
kasus-kasus yang konkret”. 20 
       Tidak dicantumkannya AAUPB dalam UU PTUN bukan berarti 
eksistensinya tidak diakui sama sekali, karena ternyata seperti yang terjadi di 
Belanda AAUPB ini diterapkan dalam praktik peradilan terutama pada 
PTUN, sebagaimana akan terlihat nanti pada sebagian contoh-contoh putusan 
PTUN. Kalaupun AAUPB ini tidak terakomodasi dalam UU PTUN, tetapi 
sebenarnya asas-asas ini dapat digunakan dalam praktik peradilan di 
Indonesia karena memiliki sandaran dalam pasal 14 ayat (1) UU No. 14/1970 
tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman: “Pengadilan tidak boleh menolak 
menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan 
dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk 
memeriksa dan mengadilinya.” Dalam pasal 27 ayat (1) UU No. 14/1970 
ditegaskan; “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib mengadili, 
mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.” 
Dengan ketentuan pasal ini, asas-asas ini memiliki peluang untuk digunakan 
dalam proses peradilan administrasi di Indonesia. 
                                                          
20 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, RajaGrafindo Persada (Rajawali Perss) hal 253 
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      Seiring dengan perjalanan waktu dan perubahan politik Indonesia, asas-asas ini 
kemudian muncul dan dimuat dalam suatu undang-undang, yaitu UU No. 28/1999 
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme (KKN). Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa asas umum pemerintahan 
negara yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, 
dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan 
bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. 
      Dalam Bab III Pasal 3 UU No. 28/1999 menyebutkan asas-asas umum 
penyelenggaraan negara meliputi: 
1. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang 
mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan 
keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. 
2. Asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi landasan 
keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian 
penyelenggara negara. 
3. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan 
umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. 
4. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat 
untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang 
penyelenggraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak 
asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. 
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5. Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan 
antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. 
6. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang 
berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
7. Asas akuntabilitas, yaitu asas  yang menentukan bahwa setiap kegiatan 
dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat 
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.21 
 
L. LEMBAGA PERIZINAN PERTAMBANGAN 
     Dalam mengajukan perizinan operasi pertambangan terdapat instansi 
pemerintah yang memiliki kewenangan dalam menerima permohonan izin 
dan mengeluarkan izin usaha pertambangan sesuai dengan Peraturan Gubenur 
NO 12 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Izin Pertambangan Skala 
Kecil pasal 5 ayat 2 Bahwa: 
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan 
surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Badan Penanaman 
Modal Provinsi Jawa Timur selaku Administrator UPT P2T. 
 
      Sehingga mulai 2016 perizinan pertambangan menjadi kewenangan pemerintah 
provinsi jawa timur. pemerintah daerah hanya memiliki kewenangan untuk memberikan 
rekomendasi tambang dan pengawasa. Dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Timur 
                                                          
      21 Undang  Undang No 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara Yang Bersih Dan 
Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. 
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yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan perizinan bersekala kecil. Ruang 
lingkup kewenangan pemerintah provinsi adalah ruang lingkup pedoman pemberian izin 
pertambangan skala kecil meliputi pedoman mengenai persyaratan permohonan izin, 
pengajuan permohonan izin, pemeriksaan kelengkapan dokumenj berkas perizinan, 
pemeriksaan kelengkapan substansi, evaluasi substansi, dan penerbitan izin.22 
       Selain itu pertambanagn sekala kecil adalah pertambangan yang memiliki volume 
produksi paling banyak sebesar 500.000 m3 pertahun Atau maksimal lima hektar. 
diatas lima hektar maka pertambangan akan dikategorikan sebagai pertambangan besar. 
Hal ini diatur dalam pasal 4 ayat 1 Peraturan Gubenur No 12 Tahun 2016 Tentang 
Pedoman Pemberian Izin Pertambangan Skala Kecil sebagai berikut: 
(1) Izin Pertambangan Skala Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya 
berlaku untuk luasan 5 (lima) hektar dan meliputi izin komoditas batuan: 
a. tanah urug; 
b. pasir (pasir urug dan pasir pasang); 
c. kerikil berpasir alami (sirtu); dan 
d. tanah liat. 
 
       Sedangkan untuk izin usaha pertambangan yang lokasi pertambanganya 
berada pada dua wilayah provinsi yang berbeda dan dalam skala besar diajukan 
kepada menteri dan dengan persetujuan gubenur dan bupati / walikota setempat 
ini sesuai dengan pasal 48 huruf C Undang – Undang No 23 tahun 2009 Tentang 
Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagai berikut; 
Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, 
serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda setelah 
mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. 
                                                          
     22 Peraturan Gubenur NO 12 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Izin Pertambangan 
Skala Kecil 
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1. Persyaratan pengajuan izin usaha pertambangan 
    Untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan atau IUP, terdapat empat 
persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pemohon atara lain 
a. Persyaratan administratif 
b. Persyaratan teknis 
c. Persyaratan Lingkungan  
d. Persyaratan Financial  
    Persyaratan diatas yang nantinya akan diajuakan kepada dinas penanaman 
modal Provinsi Jawa Timur. Yang dimaksud sebagai  persyaratan 
administratif sesuai dengan pasal 24 huruf b Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha 
Pertambangan Mineral Dan Batubara antara lain: 
1. Surat permohonan; 
2. Profil badan usaha; 
  3.Akta pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha 
pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; 
4. Nomor pokok wajib pajak; 
5. Susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan 
6. Surat keterangan domisili. 
      Sedangkan berikutnya yang dimaksud sebagai persyaratan teknis 
menurut pasal 25 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 
Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral 
Dan Batubara meliputi: 
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1. Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan 
dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; 
2. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang 
dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang 
berlaku secara nasional. 
       Sedangkan berikutnya yang dimaksud sebagai persyaratan lingkungan 
menurut pasal 26 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan 
Mineral Dan Batubara meliputi: 
1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup; dan 
2. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
       Sedangkan berikutnya yang dimaksud sebagai persyaratan lingkungan 
menurut pasal 27 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 
23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan 
Mineral Dan Batubara meliputi: 
1. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik; 
2. Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan 
3. Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran 
lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir23 
                                                          
      23 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha 
Pertambangan Mineral Dan Batubara 
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       Dalam pengajuan IUP pemohon wajib mengajukan rencana reklamasi 
dan pascatambang dan rencana reklamasi dan pascatambang tersebut 
diajukan kepada gubenur Jawa Timur dan ditindak lanjuti oleh Badan 
Energi dan Sumberdaya Mineral selaku badan yang menentukan layak atau 
tidaknya rencana reklamasi dan pascatambang. Dalam pasal 6 ayat 2 PP 
No. 78 tahun 2010 tentang reklamasi dan pascatambang 
  Rencana reklamasi dan rencana pascatambang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diajukan bersamaan dengan pengajuan 
permohonan IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi 
Sehingga rencana reklamasi dan pascatambang adalah salah satu 
syarat dari pengajuan IUP yang wajib dipenuhi oleh para calon pemegang 
IUP. Menurut pasal 7 ayat 4 Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2010 
tentang reklamasi dan pascatambang. Ada beberapa aspek Yang harus 
termuat didalam rencana reklamasi dan pascatambang adalah: 
Rencana reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2 dan 
ayat 3 paling sedikit memuat: 
4. tata guna lahan sebelum dan sesudah ditambang; 
5. rencana pembukaan lahan; 
6. program reklamasi terhadap lahan terganggu yang meliputilahan 
bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang yang bersifat 
sementara atau permanen; 
7. kriteria keberhasilan meliputi standar keberhasilan penataan 
lahan, revegetasi, pekerjaan sipil, dan penyelesaian akhir; dan 
8. rencana biaya reklarnasi terdiri atas biaya langsung dan biaya 
tidak langsung 
  
 
2. Masa berlakunya Izin Usaha Pertambangan  
       Masa berlaku izin usaha pertambangan  mineral bukan logam dan 
batuan telah diatur didalam Undang – Undang No 23 tahun 2009 Tentang 
Pertambangan Mineral Dan Batubara. Tepatnya pada pasal 47 ayat 2 dan 3 
sebagai berikut: 
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(2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam
dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun
dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.
(3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineralbukan logam
jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua
puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10
(sepuluh) tahun.
       Sedangkan masa berlaku pertambangan batuan diatur dalam Undang – 
Undang No 23 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara 
pasal 47 ayat 4 sebagai berikut: 
IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan dapat diberikan 
dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 
2 (dua) kali masing-masing 5(lima) tahun. 
Tetapi masa berlaku IUP juga dapat berlaku kurang dari ketentuan undang 
– undang diatas apabila dibekukan atau di cabut oleh pemerintah karna
melakukan pelangaran. Ataupun karna pemohon IUP hanya mengajukan 
permohonan operasi produksi kurang dari  masa yang ditentukan dalam 
undang - undang 
